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Abstract

This research aims to analyze the implementation of accountability and transparency
principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMP
Negeri 18 Lau, Maros Regency. The research variables are accountability and
transparency. The research population consists of all the stakeholders who are aware of the
management of BOS funds at SMP Negeri 18 Lau. Meanwhile, the samples are the
principal, treasurer, teachers, and school committee. The data collection technique was
carried out through interviews and report documentation, and the data analysis using the
qualitative descriptive method. The research results show that SMP Negeri 18 Lau has not
yet fully implemented the principle of accountability. The result is that 80% of the BOS
fund management has implemented accountability principles following the applicable
regulations. However, 20% of the BOS fund management has not implemented
accountability principles because they did not invite parents during the RKAS preparation
meetings, and there is no evidence in the form of documentation that they have reported to
the education office or the BOS website. SMP Negeri 18 Lau, Maros Regency, has
implemented transparency principles following the applicable regulations by publishing
the BOS fund usage report on the school information board.

Keywords: accountability, transparency, school operational assistance fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pada SMP
Negeri 18 Lau Kabupaten Maros. Variabel penelitian adalah akuntabilitas dan
transparansi. Populasi penelitian adalah keseluruhan perangkat atau stakeholder yang
mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros. Sedangkan
sampel yang diambil adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis
menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros belum sempurna dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis, 80% dari pengelolaan dana BOS telah
menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, 20% dari
pengelolaan dana BOS belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena tidak mengundang
orang tua siswa saat melakukan rapat penyusunan RKAS, dan tidak ditemukan bukti
berupa dokumentasi bahwa telah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan ataupun ke
laman BOS. SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros telah menerapkan prinsip transparansi
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dengan baik sesuai aturan yang berlaku dengan mempublikasikan laporan penggunaan
dana BOS melalui pemasangan laporan pada papan informasi sekolah.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, bantuan operasional sekolah

A. PENDAHULUAN

Elemen krusial dalam merancang dan
membangun fondasi suatu bangsa yang kuat
adalah sistem pendidikannya. Pendidikan,
sebagai  tonggak utama pembangunan,
menjadi landasan dalam membuat sumber
daya manusia (SDM) yang bukan hanya
efisien namun juga produktif serta mampu
bersaing secara global (Variani et al., 2024).

Pemerintah Indonesia dengan tegas
mengakui bahwa pendidikan dapat menjadi
dasar utama untuk mencapai tujuan
pembangunan  nasional  (Ratnasari &
Nugraheni, 2024). Menginvestasikan sumber
daya dan perhatian pada peningkatan kualitas
pendidikan adalah langkah strategis yang
diambil untuk menjamin bahwa generasi
mendatang mempunyai pengetahuan dalam
menghadapi tantangan dalam skala nasional
maupun internasional. Dengan meningkatkan
standar pendidikan, Indonesia berupaya
membentuk masyarakat yang terdidik, kreatif,
dan siap Dberkontribusi positif dalam
memajukan negara kearah kemajuan yang
berkelanjutan (Oktavianatun & Nugraheni,
2024).

Pasal 5 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengatur
mengenai pendidikan yang ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia, bahwa “setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Peningkatan taraf kualitas dari manusia
dengan wadah pendidikan ialah sebuah aspek
yang begitu krusial dan berdampak pada
kehidupan setiap orang (Rahman et al., 2021).

Pemerintah saat ini sedang menghadapi
sejumlah permasalahan terkait pendidikan,
seperti rendahnya kualitas pendidikan, angka
putus sekolah yang tinggi, infrastruktur yang
kurang lancar, dan terbatasnya anggaran
pendidikan  (Hastina et al, 2020).

Ketertinggalan daya saing pendidikan di
Indonesia memerlukan perhatian segera agar
Indonesia tidak tertinggal dari negara lain
dalam memanfaatkan globalisasi untuk
meningkatkan standar pendidikan (Alifah,
2021). Untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan berkualitas, pemerintah
mengalokasikan dana kepada lembaga
pendidikan  Indonesia melalui  program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain
itu, dana BOS yang dikeluarkan oleh
pemerintah  sebagai bentuk pemerataan
pendidikan sebagaimana pendapat Masyitah
menyatakan  bahwa  untuk  mencapai
pemerataan pendidikan wajib belajar sembilan
tahun, dana operasional sekolah diserahkan
dari pemerintah dengan harapan untuk
meringankan tanggung jawab masyarakat
untuk dana sekolah (Maliki, 2020).
Permendikbudristek Nomor 63 Tahun
2022 menjelaskan bahwa Dana Bantuan
Operasional ~ Satuan  Pendidikan  yang
selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana
alokasi khusus nonfisik untuk mendukung
biaya operasional non personalia bagi Satuan
Pendidikan. Dana ini berfungsi sebagai
instrumen keuangan yang disediakan oleh
pemerintah untuk membantu sekolah dalam
membiayai berbagai kegiatan operasional,
termasuk pembelian buku, peralatan, serta
pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Selain
itu, dana BOS juga digunakan oleh peserta
didik yang kurang mampu, dengan
membebaskan mereka dari biaya pendidikan
yang dapat menjadi hambatan untuk
melanjutkan pendidikan (Faizah et al., 2024).
Kegunaan dana BOS tidak hanya terbatas
pada aspek finansial, melainkan juga
melibatkan peningkatan keterbukaan
mengenai pengelolaan keuangan lembaga
pendidikan. Dengan memberikan dukungan
keuangan yang kuat, dana BOS berkontribusi
secara langsung pada peningkatan standar
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pendidikan, menciptakan lingkungan belajar
yang lebih baik, dan memastikan akses
pendidikan yang setara bagi semua lapisan
masyarakat (Susanti & Nafi’ah, 2022).

Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 63
Tahun 2022 mengatur bahwa sekolah wajib
mengelola dana BOS dengan prinsip efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan
skema pembiayaan BOS, sekolah harus dapat
merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi,
serta melaporkan kepada masyarakat dan
pemerintah. Pengelolaan dana BOS harus
dilandasi  dengan  akuntabilitas dan
transparansi (Oktavia et al., 2023).

Prinsip akuntabilitas adalah elemen kunci
dalam manajemen keuangan sekolah. Dalam
situasi ini, akuntabilitas didefinisikan sebagai
bentuk  pertanggungjawaban,  penyajian,
pelaporan, mengungkapkan segala kegiatan
kepada pihak yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut (Habibatulloh et
al., 2022). Prinsip akuntabilitas menyoroti
kepada setiap kebutuhan sekolah untuk
memperhitungkan semua aspek pengelolaan
Dana BOS dengan benar dan konsisten.
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai
landasan, indikator akuntabilitas yang
digunakan untuk mengelola pendanaan BOS
harus fokus pada komponen seperti
pembukuan dan pelaporan. Pembukuan seperti
RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas,
buku pembantu bank, buku pembantu pajak,
bukti pengeluaran dan sebagainya. Adapun
pelaporan seperti realisasi dan rekapitulasi
dalam penggunaan dana BOS, pencatatan
pelayanan serta pengaduan dari masyarakat,
dan membuat laporan aset dan dipublikasikan
baik secara langsung ataupun melalui laman
BOS (Asrul et al., 2023; Rachmawati, 2023;
Ramdhani, 2022).

Sementara itu, prinsip transparansi adalah
keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan
di lembaga pendidikan dengan keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian
penggunaan, dan pertanggung jawabannya
yang harus jelas sehingga bisa memudahkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya (Rachman et al., 2022).

Indikator ~ dari  transparansi  menurut
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 yang
digunakan untuk mengelola dana BOS harus
memperhatikan komponen-komponen seperti
realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana
tiap sumber dana. Laporan realisasi
penggunaan dana tiap sumber dana harus
dipublikasikan tiap semester sesuai dengan
aturan yang berlaku. Laporan dipublikasikan
dengan memasangnya di papan informasi
sekolah atau area publik lainnya yang dapat
diakses secara luas (Asrul et al., 2023;
Rachmawati, 2023; Ramdhani, 2022).

Dengan menerapkan transparansi, sekolah
dapat secara aktif mengungkapkan informasi
mengenai alokasi dana, tujuan penggunaan
dana, serta keberhasilan atau hasil yang telah
diperoleh melalui pengelolaan Dana BOS.
Dengan  demikian, akuntabilitas  dan
transparansi bukan hanya menjadi prinsip-
prinsip formal dalam pengelolaan keuangan
sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan
untuk membangun kepercayaan dan dukungan
kuat dari semua pihak yang terlibat (Batubara
etal., 2023).

Dalam mengelola bantuan operasional
sekolah pada dasarnya memiliki beberapa
hambatan dan tidak selalu  berjalan
sebagaimana mestinya di semua sekolah.
Terdapat berbagai masalah yang seringkali
muncul, seperti kurangnya akuntabilitas dan
transparansi ~ dalam  pengelolaan  dana
(Saisarani & Sinarwati, 2021). Namun masih
banyak temuan lembaga pendidikan yang
tidak ingin administrasi pengelolaan dana
BOS diketahui masyarakat umum dan
lembaga dinas pendidikan. Masih banyak
permasalahan dalam penerapan dana BOS di
sekolah, mulai dari penyusunan dan
pengelolaan anggaran hingga pelaporan
pertanggungjawaban BOS (Marlisa et al.,
2024).

Pengelolaan dana BOS yang dianggap
kurang transparan dan tidak akuntabel dapat
berdampak negatif terhadap kemajuan sekolah
karena masyarakat atau orang tua mungkin
menjadi skeptis apakah bantuan operasional
sekolah yang ada akan digunakan untuk tujuan
penyelenggaraan pendidikan atau mungkin
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mengalami konsekuensi yang tidak diinginkan
(Rachman et al., 2022). Dari perspektif
akuntansi, kepala sekolah bertanggung jawab
untuk mengkomunikasikan rekening
keuangan sekolah tidak hanya kepada
pemerintah, tetapi juga kepada pihak penting
lainnya seperti orang tua atau masyarakat,
terutama tentang penerimaan dan pengeluaran
sekolah.  Akibatnya, standar akuntansi
keuangan digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun laporan yang disajikan oleh pihak
pengelola sekolah (Nurdiani & Nugraha,
2018).

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran dana
BOS 2020-2023

Tahun Penerimaan Pengeluaran Selisih
2020 404.910.0%8,00 404.910.0%8,00 Rp0
2021 362.384.0%8,00 362.384.0%8,00 Rp0
2022 368.880.0%8,00 368.880.0%8,00 Rp0
2023 Rp Rp Rp 0

368.880.000,00 368.880.000,00

Sumber: Rekapitulasi belanja dana BOS SMP Negeri 18 Lau, 2023

Berdasarkan tabel 1, memberikan
gambaran yang jelas mengenai penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP
Negeri 18 Lau. Dalam setiap periode, terlihat
bahwa dana BOS yang diterima habis
digunakan, dan ini menunjukkan bahwa
adanya indikator akuntabilitas yakni pelaporan
berupa rekapitulasi dalam penggunaan dana
BOS sehingga terdapat perencanaan yang
matang pada penggunaan dana BOS. Prinsip
transparansi sebagai bagian dari tanggung
jawab pihak sekolah terhadap penggunaan
dana BOS di SMP Negeri 18 Lau diwujudkan
melalui pembuatan papan informasi. Papan
informasi ini digunakan oleh pihak sekolah
untuk mempublikasikan informasi terkait
realisasi dan rekapitulasi pengelolaan dana
BOS, sehingga dapat diakses oleh orang tua
siswa atau masyarakat.

SMP Negeri 18 Lau sebagai lembaga
formal pendidikan di Indonesia, mempunyai
peran penting untuk mendukung
pembangunan pendidikan nasional. Untuk
mencapai  tujuan  tersebut, pemerintah
memberikan dana BOS menjadi salah satu

sumber dana utama bagi sekolah-sekolah di
seluruh Indonesia. Dana BOS memiliki peran
strategis dalam menjaga kualitas pendidikan
menjamin setiap individu dalam masyarakat
umum memiliki peluang sama untuk
mendapatkan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan Dana BOS di SMPN 18 Lau ialah
bagian yang sangat berguna untuk menjaga
integritas dan rasa percaya masyarakat
terhadap pendidikan. Akuntabilitas dan
transparansi akan memungkinkan semua
pthak yang terlibat untuk memahami
bagaimana  Dana  BOS digunakan,
memberikan kepastian bagi dana agar
dimanfaatkan  dengan  sebaik  baiknya
kepentingan pendidikan, dan mendorong
pertanggungjawaban  dari  pihak  yang
bertanggung jawab atas pengelolaan dana
tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian untuk penelitian ini
adalah kualitatif. Tujuan dari desain penelitian
ini adalah untuk mengkarakterisasi sifat atau
fitur dari suatu gejala, kejadian, atau
fenomena yang terjadi saat ini. Objek
penelitian ini adalah SMP Negeri 18 Lau,
salah satu sekolah penerima dana BOS.
Populasi penelitian terdiri dari stakeholder
atau pihak yang berkepentingan yang
mengetahui bagaimana dana BOS dikelola di
SMP Negeri 18 Lau. Sampel penelitian ini
meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, Guru,
dan Komite Sekolah. Wawancara dan
dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan  data, yang kemudian
dianalisis menggunakan reduksi data,
penyajian data, triangulasi, kesimpulan, dan
rekomendasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS
Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di

SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
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dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019,
sebagai salah satu  bagian  dari
pertanggungjawaban keuangan sekolah terdiri
dari:

Tabel 2. Penyusunan Pembukuan Dana BOS

) Penerapan
No Indikator Ya Tidak

Sekolah menyusun RKAS

1 (Rencana Kegiatan v
Anggaran Sekolah)

5 Sekolah membuat Buku v
Kas Umum

3 Sekolah membuat Buku v
Pembantu Kas

4 Sekolah membuat Buku v
Pembantu Bank

5 Sekolah membuat Buku v
Pembantu Pajak

6 Terdapat Bukti Pengeluaran v

Sekolah harus membuat pembukuan dan
dokumen terdiri dari RKAS, buku kas umum,
buku pembantu kas, buku pembantu bank,
buku pembantu pajak, dan bukti pengeluaran.
Saat menerapkan pembukuan dana BOS, tim
belanja harus memberikan dokumentasi
bahwa transaksi tersebut akan bermanfaat
untuk melaporkan dana BOS, sebagai
tanggung jawab kepada pemerintah atas
penggunaan dana yang diberikan. Hal ini
didukung dengan pendapat Kepala Sekolah
dan Bendahara bahwa proses pembukuan
lengkap dengan dokumentasi transaksi yang
nyata, seperti kwitansi, karena akan
dimasukkan dalam laporan
pertanggungjawaban dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Lau,
dalam penyusunan RKAS di SMP Negeri 18
Lau diawali dengan pertemuan dengan guru
dan komite sekolah pada awal tahun ajaran.
Dalam rapat akan membahas hal-hal yang
dibutuhkan sekolah untuk satu tahun ke depan
dan meminta pertimbangan komite sekolah
terkait rencana kegiatan, setelah itu hasil rapat
akan disiapkan oleh bendahara sekolah sesuai
dengan petunjuk teknis dana BOS, dengan
Kepala Sekolah bertugas sebagai penanggung
jawab utama perencanaan anggaran dana
BOS. Rapat RKAS yang dilakukan oleh pihak
sekolah hanya melibatkan kepala sekolah,

bendahara, komite sekolah dan guru serta staf;,
namun tidak melibat orang tua siswa.
Berdasarkan hasil wawancara menurut
bendahara sekolah, orang tua siswa belum
dilibatkan dalam rapat RKAS karena dalam
rapat tersebut dibahas secara teknis dan
terperinci mengenai perencanaan dana BOS,
pihak sekolah beranggapan orang tua siswa
mungkin akan sulit memahami informasi
terkait. Sehingga hanya melibatkan komite
sekolah yang dianggap telah mewakili seluruh
orang tua siswa.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa SMP Negeri 18 Lau sudah
menyusun pembukuan secara lengkap, namun
saat melakukan rapat RKAS belum
melibatkan orang tua siswa karena
menganggap komite sekolah sudah cukup
sebagai perwakilan dari orang tua siswa,
namun berdasarkan juknis aturan yang
berlaku orang tua siswa perlu dilibatkan
secara langsung.

Tabel 3. Penyusunan Pelaporan Dana BOS

Penerapan
Ya Tidak
Realisasi Penggunaan Dana v
BOS
Rekapitulasi Realisasi v
Penggunaan Dana BOS
Pencatatan Pelayanan dan
3 Penanganan pengaduan v
Masyarakat
4 Laporan Aset v

No Indikator

1

Laporan ke Dinas 4
Pendidikan

Laporan Daring ke Laman v
BOS

Sekolah  bertanggungjawab  kepada
Pemerintah untuk menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS
pada setiap akhir periode dana BOS.
Berdasarkan wawancara dengan Bendahara,
sekolah harus menyampaikan laporan sesuai
dengan aturan yang berlaku dan format yang
diuraikan dalam buku pedoman. Ketika
melaporkan dana BOS pada akhir periode,
laporan diberikan kepada pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten, dan kota dan disimpan
untuk sekolah. Pembuatan laporan harus
disetujui oleh Kepala Sekolah sebelum
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dilaporkan secara online atau tertulis, karena
Kepala Sekolah adalah orang utama yang
bertanggung jawab mengelola dana BOS.

Sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah,
setelah laporan selesai, laporan tersebut akan
diserahkan ke Dinas Pendidikan Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan juga
dipublikasikan secara online di Halaman
Dana BOS. Kegiatan pelaporan ini berfungsi
sebagai  sarana bagi sekolah  untuk
menunjukkan  akuntabilitasnya  kepada
pemerintah. Namun, belum ada bukti
dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti
dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihak
sekolah kelaman dana bos ataupun ke Dinas
Pendidikan.

SMP Negeri 18 Lau dalam pelaporan juga
perlu mencatat kegiatan pelayanan dan
pengaduan masyarakat sehingga saat ada
pemeriksaan buku catatan tersebut juga bisa
menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
Sekolah terkait hal tersebut bahwa pada SMP
Negeri 18 Lau tidak membuat pencatatan
pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat karena sampai saat ini tidak ada
masyarakat yang melakukan pengaduan
terkait pengelolaan dana BOS. Pendapat
tersebut searah dengan Komite Sekolah
bahwa sampai saat ini pengelolaan dana BOS
pada SMP Negeri 18 Lau sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada
catatan ataupun pengaduan dari masyarakat
terkait pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa SMP Negeri 18 Lau sudah
menyusun pembukuan secara lengkap, namun
untuk pelaporan dana BOS di SMP Negeri 18
Lau tidak ditemukan bukti bahwa telah
melakukan pelaporan ke dinas pendidikan dan
ke laman dana BOS.

Transparansi pengelolaan dana BOS
Transparansi pengelolaan dana BOS di
SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019,
sebagai salah satu bagian dari

pertanggungjawaban keuangan sekolah harus
mempublikasikan ~ dokumen  pendukung
transparansi informasi secara lengkap.

Tabel 4. Penyusunan Pelaporan Dana BOS

. Penerapan
No Indikator :
Ya Tidak
Publikasi Laporan
1 Realisasi Penggunaan v
Dana BOS
Publikasi Laporan
2 Rekapitulasi  Realisasi v
Penggunaan Dana BOS

Sesuai aturan Permendikbudristek Nomor
3 Tahun 2019 Sekolah Penerima dana BOS
harus mempublikasikan dokumen pendukung
secara lengkap. Kedua dokumen yang
dipublikasikan tersebut adalah Realisasi
Penggunaan dana dan Rekapitulasi Realisasi
Penggunaan  dana. Berdasarkan  hasil
wawancara dengan Bendahara Sekolah bahwa
laporan Realisasi penggunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah SMP Negeri 18 Lau
pada setiap periode dipasang pada papan
informasi sekolah untuk membantu pihak-
pihak yang membutuhkan dan ketika ada yang
tertarik  untuk  melihat secara detail
pengelolaan dana BOS dapat melihat Laporan
Pertanggungjawaban dana BOS Sekolah.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat
Kepala Sekolah bahwa untuk publikasi
laporan pada SMP Negeri 18 Lau di pasang
pada papan informasi sekolah untuk
memudahkan pihak-pihak yang
membutuhkan, serta sekolah menyediakan
Laporan Pertanggungjawaban untuk seluruh
proses pengelolaan dana BOS pada SMP
Negeri 18 Lau.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti
dapat menarik kesimpulan bahwa SMP
Negeri 18 Lau telah mempublikasikan
dokumen pendukung untuk memberikan
keterbukaan informasi yang komprehensif
dan transparansi. Laporan ini dipublikasikan
dengan melalui pemasangan pada papan
informasi yang mudah diakses masyarakat.

Pembahasan
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Penerapan Akuntabilitas pengelolaan dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Akuntabilitas adalah tanggung jawab
pemerintah  maupun lembaga kepada
stakeholder sesuai dengan perencanaan yang
telah  ditetapkan terhadap  pemasukan,
pengeluaran dan penggunaan dana sekolah
berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
Penerapan akuntabilitas merupakan hal
penting dalam pengelolaan keuangan di
sekolah, akuntabilitas dibutuhkan untuk
menjadikan laporan pengelolaan dana sekolah
menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam
penelitian ini berarti pertanggungjawaban
terhadap penggunaan dana sekolah. Sumber
dana yang didapatkan oleh SMP Negeri 18
Lau terdiri dari penerimaan dana BOS yang
digunakan oleh pihak sekolah untuk
melaksanakan program/kegiatan dan
kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam
penyusunan pembukuaan dan pelaporan SMP
Negeri 18 Lau telah menerapkan prinsip
akuntabilitas, namun belum dilaksanakan
secara maksimal. Pada tahun 2023, SMP
Negeri 18 Lau telah menyusun pembukuan
yang terdiri dari RKAS (Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah), buku kas umum,
buku pembantu kas, buku pembantu pajak,
dan bukti pengeluaran. Untuk rapat RKAS
yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak
melibatkan orang tua siswa secara langsung.
Hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 18
Lau kurang maksimal dalam menyusun
pembukuan karena belum sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan ~ Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

Adapun untuk pelaporan dana BOS pada
SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023 telah
melaporkan  realisasi dan  rekapitulasi
penggunaan dana serta laporan pembelian
barang aset, namun terdapat beberapa bukti
yang tidak ditemukan berupa pencatatan
pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat. Hal ini memberikan dampak
yang baik bagi SMP Negeri 18 Lau yang
menandakan bahwa penilaian masyarakat
selama ini sudah baik terhadap pengelolaan
dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau. Untuk
laporan ke dinas pendidikan dan laporan
daring ke laman BOS tidak ditemukan bukti
berupa dokumentasi bahwa telah melaporkan
laporan dana BOS yang telah disusun. Hal
tersebut menunjukkan bahwa SMP Negeri 18
Lau kurang baik dalam hal pelaporan terkait
pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah  (BOS).  Mardiasmo  (2018)
mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah
kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan  pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban  tersebut. = Dimana
penanggungjawab dituntut untuk

mempertanggungjawabkan serta melaporkan
segala kegiatan dan aktivitas kepada pihak
yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan Transparansi terhadap
pengelolaan dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan

Transparansi adalah keterbukaan
pemerintah  maupun  lembaga  dalam
memberikan informasi keuangan terkait
dengan pengelolaan dana kepada pihak-pihak
yang membutuhkan informasi tersebut. Untuk
mengetahui penerapan transparansi dalam
pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau,
peneliti  melakukan ~ wawancara  dan
dokumentasi  yang  berkaitan = dengan
pengelolaan dana BOS. Informasi didapatkan
dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru
Sekolah, dan Komite Sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian SMP Negeri
18 Lau mengenai pengelolaan dana BOS telah
menerapkan prinsip transparansi yang bisa
dilihat pada papan informasi pengelolaan
dana BOS yang ada di sekolah dan dapat juga
melihat laporan pertanggungjawaban dana
BOS yang ada di sekolah. SMP Negeri 18 Lau
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telah mempublikasikan laporan realisasi
penggunaan dana BOS dan laporan
rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 bahwa
sekolah harus mempublikasikan pendukung
transparansi  informasi secara lengkap.
Transparansi adalah keterbukaan dalam
mengelola suatu kegiatan di lembaga
pendidikan dengan keterbukaan sumber
keuangan dan jumlahnya, rincian
penggunaan, dan pertanggung jawabannya
yang harus jelas sehingga bisa memudahkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat
diperoleh hasil bahwa SMP Negeri 18 Lau
belum menerapkan prinsip akuntabilitas
dalam menyusun RKAS karena tidak
mengundang orang tua siswa saat
melakukan  rapat di  awal  tahun
pembelajaran, dan tidak ditemukan bukti
berupa dokumentasi bahwa telah melakukan
pelaporan ke dinas pendidikan ataupun ke
laman BOS.

SMP Negeri 18 Lau telah menerapkan
prinsip transparansi dengan publikasi
laporan penggunaan dana BOS dengan
benar sesuai dengan aturan yang berlaku,
serta telah menyediakan papan informasi
penggunaan dana BOS.
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